Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019

DITERIMA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Aumak
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 T
24 My 2019
Jakarta Pusat I '

I - Ol. 26 W\
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM,0OFS
Jabatan : Calon Anggota DPD RI dapil Papua Nomor urut 29
Alamat Kantor : JIn. Sentani No.M41 Hedam Abepura

Distrik Heram, Kota Jayapura

Nomor telepon/HP : 082197596201
Email : Paulus.y.sumino@gmail.com
NIK : 917050112480001

bertindak untuk dan atas nama perseorangan dan calon anggota DPD Rl nomor urut 29 Daerah Pemilihan: Papua
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor........ tanggal............. memberi kuasa kepada:
1) ..,

2) ...,
3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:
..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut S€bagai ..........ccviiiiiiniiiinii Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang beralamat di JI. Soa siu Dok Il Jayapura,

selanjutnya disebut SEDagai .......cceervenieiiiinii Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) anggota DPD RI Dapil Papua, terkait hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi
pemilihan umum tahun 2019 sesuai berita acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan pada hari

Minggu, tanggal Sembilan belas Mei 2019, sebagai berikut :



Nomor urut dan Nama Calon Jumlah akhir perolehan suara
21 CAREL S.P. SUEBU, SE 121.232
22 DAVIS KAMBUAYA 130.653
23 DAYANA 70.966
24 HABELINO SAWAKI, SH., M.Si (HAN) 127.838
25 HASBI SUAIB. ST., MH 153.557
26 HELINA MURIB 391.237
27 LALITA 52.724
28 OTOPIANUS P. TEBAI 425.159
29 Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS 169.868
30 Pdt. RUBEN UAMANG, S.Th., MA 228.058
31 WILHELMUS ROLLO, SE 97.031
32 YOHANIS D. REDA, ST, SH., MH 141.956
33 YOHANNES FAJAR |. KAMBON, S.IP, M.DevPract 161.239
34 YORRYS RAWEYAI 962.880

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPD, DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di
tingkat provinsi sesuai berita acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan umum tahun 2019, bertanggal 19 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

permohonan PHPU anggota DPD RI Dapil Papua



Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum
dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil
pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah
peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPD RI Dapil Papua;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/1X/2018 tentang
Daftar Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertanggal 20
September 2018, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah
Pemilihan Papua Tahun 2019 dengan Nomor Urut 29

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pembatalan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi papua pada
pemilihan umum tahun 2019 sesuai berita acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan pada hari

Minggu, tanggal Sembilan belas Mei 2019

I1l. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018,
permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring
(online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap
penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 23 Mei
2019, pukul 00.00 WIT;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD untuk Kabupaten/Yahukimo,

adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN YAHUKIMO

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD RI

4.1.1.1. Distrik Musaik

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon, perolehan suara Calon
Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS adalah sebanyak 0, sedangkan
perolehan suara Calon Anggota DPD Rl Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS sebesar 6.064
sebagaimana ditunjukkan dalam formulir DA1-Plano DPD yang di telah di tanda tangani oleh anggota PPD
(Bukti-1);

2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS
ditemukan adanya pengalihan suara ke calon nomor urut 34 atas nama Yorrys Raweyai, sebagaimana

ditunjukkan dalam formulir DB1-Plano DPD hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (Bukti-5)

4.1.1.2. Distrik Sumo
1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon, perolehan suara Calon

Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS adalah sebanyak 3.099,

sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS

sebesar 3.314 sebagaimana ditunjukkan dalam formulir DA1-Plano DPD yang di telah di tanda tangani oleh
anggota PPD (Bukti-2);

2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS

ditemukan adanya pengurangan jumlah perolehan suara dan jumlah selisih akibat pengurangan suara di berikan

ke calon nomor urut 34 atas nama Yorrys Raweyai , sebagaimana ditunjukkan dalam formulir DB1-Plano DPD

hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (Bukti-5)

4.1.1.3. Distrik Soba
1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon, perolehan suara Calon

Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS adalah sebanyak 0, sedangkan
perolehan suara Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS sebesar 3.484
sebagaimana ditunjukkan dalam formulir D1-Plano DPD yang di telah di tanda tangani oleh anggota PPD (Bukti-
3) dan sesuai formulir C1-Plano DPD (Bukti-4);

2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS
ditemukan adanya pengurangan jumlah perolehan suara dan pengalihan jumlah suara ke calon nomor urut 33
atas nama Yohannes Fajar Kambon, sebagaimana ditunjukkan dalam formulir DB1-Plano DPD hasil rekapitulasi

tingkat kabupaten (Bukti-5)



4.1.1.3. Distrik Hilipuk

1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon, perolehan suara Calon
Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS adalah sebanyak 0, sedangkan
perolehan suara Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS sebesar 5.452
sebagaimana ditunjukkan dalam formulir D1-Plano DPD yang di telah di tanda tangani oleh anggota PPD (Bukti-
6);

Bahwa perolehan suara Calon Anggota Anggota DPD RI Nomor Urut 29 Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM. OFS
ditemukan adanya pengalihan suara ke calon nomor urut 24 atas nama Habelino Sawaki, sebagaimana

ditunjukkan dalam formulir DA1-Plano DPD yang di telah di tanda tangani oleh anggota PPD (Bukti-5)

4.2. ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI SISTEM NOKEN

Bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD untuk Kabupaten/Yahukimo yang

seharusnya dapat mengikuti pilihan masyarakat melalui sistem noken yang telah disampaikan melalui surat dari

lembaga kepala suku kabupaten yahukimo (Bukti-6) di 19 Distrik tetapi pada kenyataannya petugas tidak

melaksanakan sesuai aspirasi masyarakat

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi papua pada pemilihan umum
tahun 2019 sesuai berita acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal

Sembilan belas Mei 2019 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan).

. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui sistem noken

untuk perolehan suara pemohon di Kabupaten Yahukimo

. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM,OFS s o Lo T T T T T )



